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BAB III 

PENUTUP 

   

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan di bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai 

upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum 

berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1984 Tentang Prindustrian. Pembangunan Industri bertujuan untuk 

meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan 

memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budi daya serta 

dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, 

belum dilaksanakan secara tegas dan penuh . Hal ini disebabkan karena 

adanya dilema  antara mengutamakan kepentingan sosial atau 

kepentingan lingkungan terlebih dahulu. Pemerintah terlalu ragu untuk 

melakukan tindakan hukum atas pencemaran yang dilakukan oleh pelaku 

industri kecil, dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyatnya.   

Adapun kendala-kendala yang dialami dalam pelaksaan 

pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan 

di Kabupaten Bantul yaitu :  

1. Adanya keterbatasan biaya dalam hal teknologi yang 

mengakibatkan hasil limbah belum maksimal dalam 

pengelolaannya. 
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2. Tidak adanya tenaga ahli yang benar-benar mengerti tentang cara 

mengelola limbah yang benar sehingga menghasilkan limbah yang 

sesuai dengan kriteria. 

3. Belum ada sanksi tegas yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran 

karena Badan Lingkungan Hidup baru melaksanakan penyuluhan 

baru-baru ini sehingga pelaku usaha tidak begitu mengenal adanya 

peraturan tentang pengelolaan limbah yang sesuai dengan kriteria. 

 

B. Saran 

1. Badan Lingkungan Hidup dan Dinas yang terkait perlu terus 

menerus melakukan tindakan penyuluhan dan pengawasan terhadap 

pelaku usaha industri di Kabupaten Bantul agar semakin baik dalam 

pengelolaan limbahnya. 

2. Perlu koordinasi antar lembaga terkait pengelolaan limbah industri di 

Kabupaten Bantul yang lebih baik. 
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Lampiran – Lampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

 

 

 



 84

 

 

 



 85

 

 

 

 

 

 



 86

 

 

 



 87

 

 

 



 88

 

 

 



 89

 

 

 

 

^_^ 

Thanks!! 

 

 


